Sambutan Deputi III KLH 

pada acara Sosialisasi PP No.71 Tahun 2014

 [image: image1.jpg]



SAMBUTAN
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup

(Keynote speech)

Pada Acara:
“SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT)”

Palembang, 23 Desember 2014
Assalaamu’alaikum Warakhmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati,
· Kepala BLH Provinsi Sumatra Selatan atau yang mewakili;

· Direktur Wetlands International Indonesia Program;

· Para undangan dari berbagai instansi pemerintah, dunia usaha (private sector), praktisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir disini dalam keadaan sehat wal’afiat dalam acara “Sosialisasi PP No. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut” di Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan. Pada kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memprakarsai penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya Kepada Wetlands International Indonesia Program dan Wahana Bumi Hijau yang telah bersedia menyelenggarakan acara ini. 
Bapak dan Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati,
Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas dan merupakan negara ke-empat dengan lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia, dan USA. Lahan gambut Indonesia juga merupakan lahan gambut tropika terluas di dunia yang meliputi sekitar 50% dari total lahan gambut tropika dunia.

Gambut harus dipandang sebagai suatu ekosistem dan ekosistem gambut merupakan tatanan unsur gambut, termasuk di dalamnya lahan gambut, yang memiliki karakteristik yang unik serta merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dalam kesatuan hidrologis gambut yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitasnya. Oleh karenanya selain fungsi ekonomi, lahan gambut memiliki fungsi ekologis penting sebagai ekosistem penyangga kehidupan, pengatur hidrologi, suplai air dan pengendali banjir, habitat dan sarana konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai pengendali iklim global (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon). Oleh karenanya sangat penting langkah kebijakan untuk dapat menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem gambut dan menjaga fungsi ekosistem gambut ini bukanlah hal yang mudah karena memerlukan komitmen semua pihak.
Bapak, Ibu, Saudara, Hadirin yang berbahagia,
Indonesia telah berupaya dengan berbagai cara untuk pengendalian kerusakan ekosistem gambut baik mulai dari pengembangan kebijakan (salah satunya adalah moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut) peningkatan peran lembaga dan melalui meningkatkan koordinasi baik pusat maupun daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan ekosistem gambut, inventarisasi dan pemetaan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem gambut, pendanaan, hingga pengembangan percontohan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan.
Dari aspek kebijakan, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pengaturan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan sanksi administrasi, serta mengatur juga tentang izin usaha/ kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut. 
Kami memahami bahwa, penerbitan peraturan pemerintah tersebut masih memunculkan kekhawatiran bagi sebagian kelompok yang akan terkena dampak atas diterapkannya peraturan tersebut, namun penerbitan peraturan tersebut justru bertujuan untuk menyeimbangkan fungsi ekosistem gambut dalam menunjang usaha/kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Hadirin yang saya hormati,
Atas dasar komitmen Indonesia di tingkat Internasional pemerintah telah berjanji untuk menurunkan emisi GHG sebesar 26% tanpa melalui bantuan asing sebagai upaya p Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup global, khususnya dalam pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan. Di tingakat ASEAN peran Indonesia ditunjukkan melalui diratifikasinya AATHP/ ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION, dengan diratifikasinya perjanjian ini  Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk tidak mengirim asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut ke negara-negara anggota ASEAN khususnya Malaysia dan Singapura.
Hadirin yang saya hormati, 

Dalam kesempatan Sosialisasi ini saya mengharapkan partisipasi dari seluruh pihak yang berkentingan untuk dapat melaksanakan ketentuan dari peraturan pemerintah yang baru ini demi perbaikan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikan sambutan saya dan dengan mengucapkan Bismillaahi rrokhmaanirrokhiim, “Sosialisasi PP No. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut” saya nyatakan dibuka.
Terima kasih dan selamat bekerja.
Wassalaamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakaatuh.






Palembang, 23 November 2014
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, 
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